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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Barat memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

sebanyak 2.831 unit yang terdiri atas 71 unit Rumah Sakit, 269 unit Puskesmas,

931 unit Puskesmas Pembantu, serta 1.562 unit fasilitas kesehatan lainnya.

Total timbulan limbah B3 medis dari Fasyankes ini adalah sebanyak 1,64

ton/hari (perhitungan DLH Provinsi Sumatera Barat). Kondisi eksisting

pengelolaannya, belum ada fasyankes yang memiliki incenerator pemusnah

limbah B3 medis karena sulit memenuhi ketentuan teknisnya.

Berdasarkan regulasi yang ada, limbah B3 medis yang berkarakteristik

infeksius dan patogen hanya boleh disimpan kurang dari 2 x 24 jam pada

suhu >0oC, dan maksimal 90 hari jika disimpan pada suhu <0oC.

Sebagian besar limbah B3 medis dari Provinsi Sumatera Barat diangkut ke

Pulau Jawa oleh pihak ketiga berizin dengan tarif Rp. 20.000 s/d Rp. 40.000,-.

Kondisi pengelolaan limbah B3 medis ini menyebabkan tingginya biaya

pengelolaan yang harus dikeluarkan oleh Fasyankes, dan juga menyebabkan

sulitnya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan Fasyankes memenuhi

kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan pengelolaan limbah

B3 medis ini adalah dengan mendekatkan pusat pengolahan limbah B3 medis

dengan sumbernya. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Sumatera Barat menginisiasi pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3

Medis di Provinsi Sumatera Barat yang dimulai dengan melakukan study

kelayakan melalui kegiatan Pilot Project Pengelolaan Limbah B3.

1.2. Maksud, dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Pilot Project Pengelolaan Limbah B3 adalah untuk

mencarikan solusi terhadap permasalahan pengelolaan limbah B3 Medis di

Provinsi Sumatera Barat dengan menyusun Study Kelayakan Pembangunan
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Fasilitas Pengolahan, dan jika memungkinkan dapat terintegrasi dengan landfill

limbah B3..

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh pertimbangan

terkait kelayakan pelaksanaan pembangunan pusat pengelolaan limbah B3

medis di Provinsi Sumatera Barat terhadap aspek lokasi, teknis, ekonomi,

keuangan, lingkungan, serta kelembagaannya berdasarkan hasil kajian yang

komprehensif.

1.3. Manfaat

Kegiatan Pilot Project Pengelolaan Limbah B3 ini diharapkan bisa sebagai

pengungkit lahirnya usaha jasa pengolahan limbah B3 medis, serta landfill

limbah B3 di Provinsi Sumatear Barat..

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian

Pencemaran Udara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

Limbah B3;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun

2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3

dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 95 Tahun

2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun

2019 tentang tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib

Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor :

KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
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BAB II
METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pilot Project Pengelolaan Limbah B3 memiliki ruang lingkup sebagai

berikut:

a) Lokasi/lahan yang akan dikaji
Kajian mengenai lokasi/lahan yang akan dikaji terdapat beberapa lokasi
yang sudah diusulkan oleh bupati/walikota terkait sebagai berikut:

No. Provinsi/Kab/
Kota Lokasi Luas

(Ha)
1 Sumatera Barat TPA Regional Payakumbuh 10
2 Sijunjung Kecamatan Kamang Baru 50
3 Padang TPA Aia Dingin Padang 15
4 Kota Sawahlunto a) Daerah Sangkarewang

b) Pasaunan Desa Kolok Mudiak
c) Bekas IUP CV. Air Mata

Emas

200
50
130

5 Kabupaten Padang
Pariaman

a) Ladang Laweh Nagari Sicincin 50
b) Sungai Ibur Nagari Sungai

Sariak
50

c) Rimbo Taruik Nagari Sunur 50

Kajian terhadap lahan ini meliputi kesesuai dengan rencana tata ruang,
status lahan, kajian mengenai tanah, dan kajian teknis lainnya.

b) Jenis layanan
Layanan yang akan dikaji dalam Pusat Pengelolaan Limbah B3 Medis ini
adalah berupa: Pengumpulan, Pemusnahan, dan Landfill limbah B3.

c) Pemilihan Proses Pengolahan
Proses pengolahan yang akan dikaji adalah terkait dengan teknologi
incenerator, apakah menggunakan proses basah atau proses kering.

d) Jenis limbah B3 yang dapat dikelola
Kajian study kelayakan ini mengkaji terkait dengan jenis limbah B3 yang
dapat dikelola dan diprioritaskan untuk limbah B3 medis dengan
karakteristik infeksius dan patogen.

e) Sumber limbah B3
Sumber limbah B3 yang akan dikelola diprioritaskan yang bersumber dari
kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan.
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f) Cakupan layanan
Kajian kesanggupan cakupan layanan dari pusat pengolahan limbah B3
medis ini meliputi:
1) Provinsi Sumatera Barat, dan;
2) Jika memungkinkan akan memasukkan Provinsi lain di Wilayah

Sumatera.

g)Waktu pelaksanaan
Kajian mengenai waktu pelaksanaan ini meliputi tahapan pembangunan
pusat pengolahan limbah B3 apakah dilakukan sekaligus atau secara
bertahap.

h) Kelayakan Investasi
Kelayakan rencana investasi meliputi besaran jumlah investasi yang
dibutuhkan dan dialokasinya, cash flow, dan pay back period. Pada kajian
ini juga meliputi kapasitas pengolahan, umur alat, depresiasi sarana dan
prasarana, serta kondisi sosial ekonomi dan budaya di sekitar lokasi
rencana kegiatan.

i) Resiko
Resiko apa saja yang mungkin muncul apabila kegiatan dilaksanakan, dan
ketika kegiatan tidak dilaksanakan.

j) Kelembagaan
Kajian ini akan mengkaji terhadap kelembagaan yang dapat diterapkan
sebagai pengelola Pusat Pengelolaan Limbah B3 Medis yang akan
dibangun.

2.2 Metodologi

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Pilot Project Pengelolaan Limbah B3

berupa:

a. Persiapan

1) Persiapan kegiatan ini mencakup penyusunan Petunjuk Operasional (PO)

dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyiapan SK tim kegiatan,

mempelajari data sekunder, persiapan Administrasi, dan rapat persiapan

awal;

2)Menyusun Proposal dan RAB, Nota Kesepahaman, serta Kontrak

Kerjasama;
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3)Mempersiapkan sumber daya yang diperlukan untuk dapat melakukan

pekerjaan, memperoleh gambaran lengkap pekerjaan dengan menggali

berbagai masukan dan harapan terkait keluaran dan hasil pekerjaan.

b. Pelaksanaan

1) Pengumpulan data dan informasi lapangan (data primer), dan data

pendukung lainnya;

2) Tahap Penelitian (Pengolahan dan Analisis data) penelitian terhadap

data-data yang ada dilakukan secara mendalam sesuai dengan ruang

lingkup yang diinginkan dengan menggunakan metode ilmiah, sampai

dengan menyimpulkan dan menyajikan hasil penelitian. Semua proses

sampai dalam tahap ini akan dituangkan dalam bentuk laporan awal dari

Tim Penyusun;

3) Tahap evaluasi proyek bisnis. Pada tahap ini melakukan kajian

kelayakan secara bisnis atas segala upaya yang akan dikeluarkan dengan

hasil yang akan didapat. Semua proses sampai dengan tahap ini akan

dituangkan dalam bentuk laporan akhir oleh Tim Penyusun;

4) Proses pelaksanaan kegiatan akan diawasi oleh Tim Pengawas Kegiatan

Swakelola Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pusat

Pengelolaan Limbah B3 Medis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

5) Agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan oleh

pemilik pekerjaan, pelaksana swakelola diharuskan mengadakan

koordinasi/konsultasi/ pembahasan/diskusi secara berkala sesuai dengan

kemajuan kegiatan pekerjaan dengan Tim Pengawas Pekerjaan atas

arahan dan petunjuk dari Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran.

c. Pelaporan

- Penyusunan laporan kegiatan.
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BAB III

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Salah satu persipan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah terkait penyiapan

tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan dibentuk berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Nomor:

660-07.A/SK/PSLB3PK/DLH-2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang

Pembentukan Tim Pilot Project Pengelolaan Limbah B3 yang beranggotakan

sebagai berikut:

Tabel 1. Tim Pilot Project Pengelolaan Limbah B3

No. DINAS/INSTANSI KEDUDUKAN
DALAM TIM

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar Ketua

2. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Anggota

3. Bappeda Provinsi Sumatera Barat Anggota

4. Biro Pembangunan Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat Anggota

3.2 Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1 Koordinasi Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan
Keluaran kegiatan ini berupa tersusunnya Dokumen Study Kelayakan

Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah B3 Medis memerlukan Tim Penyusun

yang memiliki latar belakang akademis yang sesuai dan multi disiplin ilmu.

Pekerjaan ini di awal Tahun 2019 sudah dikoordinasikan dengan Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Biro AP2BMD Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Barat, dan hasil koordinasi serta review yang dilakukan oleh UKPBJ

dinyatakan bahwa:

a) Pekerjaan merupakan pilot project (proyek percontohan) sehingga belum

ada pembanding dan kemungkinan ketersediaan pelaku usaha dalam negeri

yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut belum teridentifikasi;

b) Pekerjaan disarankan untuk dilaksanakan melalui swakelola Tipe II dengan

mempedomani Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
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Berdasarkan hasil review yang dilakukan oleh UKPBJ tersebut, maka dilakukan

identifikasi Lembaga Pemerintah/Perguruan Tinggi Negeri yang dapat

bekerjasama dalam melaksanakan pekerjaan antara lain: Jurusan Teknik

Lingkungan Universitas Andalas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat Universitas Andalas, Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas

Andalas, dan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Negeri Padang.

Lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang pertama ditawarkan adalah Jurusan

Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas, namun Ketua Jurusan

Teknik Lingkungan Universitas Andalas menyatakan tidak bersedia karena

sedang ada kegiatan besar yang dihadapi berupa Akreditasi Program S-2 dan

Akreditasi Internasional ABET program S-1.

Selanjutnya dilakukan penjajakan dan komunikasi dengan Lembaga Penelitian

dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, dan pihak

LPPM menyetujui untuk bekerjasama melaksanakan penyusunan Study

Kelayakan Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah B3 Medis tersebut. Dalam

prosesnya dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kuasa

Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

dengan Ketua LPPM Universitas Andalas Nomor:

660/23/MoU/PSLB3PK/DLH-2019, Nomor: T/99/UN16.17/PT.01.03/2019

tanggal 17 Juni 2019 dalam rangka Penyusunan Study Kelayakan Rencana

Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Medis Provinsi Sumatera Barat.

Nota Kesepahaman ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian

kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PSLB3PK Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat (Petriawaty, SE, MM) dengan

Ketua Tim Penyusun yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Andalas melalui

Surat Ketua LPPM Universitas Andalas Nomor: T/107/UN16.17/PT.01.03/KS/

2019 (Dr. Fadjar Goembira, ST, M.Sc) pada tanggal 1 Juli 2019 untuk

Melaksanakan Swakelola Penyusunan Dokumen Study Kelayakan

Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah B3 Medis Provinsi Sumatera Barat.
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3.2.2 Pelaksanaan Penyusunan Study Kelayakan
Kegiatan penyusunan study kelayakan diawali dengan kegiatan Workshop

Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah B3 Medis dengan narasumber

pada kegiatan ini adalah Prof. Enri Damanhuri selaku pakar pengelolaan limbah

padat di Indonesia dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut

Teknologi Bandung. Kegiatan dilaksanakan tanggal 29 Juli 2019 di Kampus

UNAND Limau Manis, Padang. Beberapa masukan terkait studi disampaikan

oleh narasumber, seperti satuan timbulan limbah B3 medis, tata cara pemilihan

lokasi landfill serta teknologi pengolahan limbah B3 yang tepat.

Selanjutnya dilakukan kunjungan kerja ke UPT Limbah B3 Provinsi Sulawesi

Selatan dan PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri di Provinsi Jawa Barat

pada tanggal 19-21 Agustus 2019. Berdasarkan hasil kunjungan kerja ke UPT

Limbah B3 Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh data dan informasi bahwa

Pengelola insinerator adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengelolaan Limbah

B3, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan yang

digagas padatahun 2015. Tahun 2017 pihak pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan mendapatkan lahan yang sesuai dengan kebutuhan, dan memperoleh

izin operasi insinerator pada Juli 2019.

Insinerator ditempatkan pada Kawasan Industri Makassar (KIMA) dengan luas

lahan sekitar 2 hektar melalui mekanisme sewa lahan. Pengolahan limbah

menggunakan dua ruang bakar dengan suhu 800oC dan 1.100oC dan tinggi

cerobong 30 meter, serta biaya insinerasi Rp 15.000/kg (di luar biaya

transportasi). Pengadaan insinerator dilaksanakan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kapasitas terpasang adalah 4,8

ton/hari dengan kapasitas riil pengolahan 2,4 ton/hari dan beroperasi non stop

24 jam per hari (3 shift), dengan sumber daya manusia 4 orang operator/shift.

Fasilitas pengolahan limbah B3 Medis ini memiliki cold storage untuk

penyimpanan sementara limbah B3 medis. Selain itu memiliki trafo sendiri

dengan kapasitas 64 kVA. Kebutuhan air disuplai dari sumur bor untuk

memenuhi kebutuhan 2.000 liter air bersih/hari. Abu akan dikirim setahun

sekali ke Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) di Cileungsi, Kabupaten

Bogor.
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Gambar 3.1 Kunjungan Kerja di UPTD Pengelolaan Limbah B3 Provinsi
Sulawesi Selatan

Sedangkan kunjungan kerja ke PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT.

PPLI) di Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat diperoleh data dan

informasi bahwa PPLI didirikan tahun 1994 dan pada tahun 2000 dibeli oleh

MAEH group dengan perbandingan 95% saham milik swasta, dan sisanya milik

pemerintah (5%). Pada 2009 PPLI dibeli oleh DOWA Eco-System Co. Ltd.

yang merupakan perusahaan dari Jepang. Peran Pemerintah adalah dalam

menyediakan lahan dan mengupayakan perizinan. Total luas lahan PPLI adalah

52 hektar dengan alokasi untuk penimbunan (landfill) adalah 30 hektar. Lahan

yang dipakai adalah lahan bekas tambang batu kapur/bahan baku semen.

Clay/lempung sebagai bahan penutup harian diperoleh dari daerah di sekitar

lokasi landfill. Biaya yang dibebankan untuk pengolahan fly ash/abu terbang

adalah 3 juta per ton di luar biaya transportasi. Tidak semua limbah B3 dapat

dilayani karena mempertimbangan kapasitas fasilitas.
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Gambar 3.2 Lokasi Kegiatan PT. PPLI di Cileungsi Kabupaten Bogor

Selanjutnya Tim Penyusun Study Kelayakan melaksanakan penyusunan study

kelayakan dengan melakukan beberapa kali diskusi dan kunjungan lapangan yang

pelaksanaannya tertuang dalam Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Pusat

Pengelolaan Limbah B3 Medis Provinsi Sumatera Barat. Dengan kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pembangunan pusat pengelolaan limbah B3 medis ini layak dilaksanakan

melalui 2 alternatif mekanisme yaitu:

a) Pengolahan (Insinerator) limbah B3 medis terintegrasi dengan landfill limbah

B3;

b) Parsial pengolahan (insinerator) limbah B3 medis melalui bantuan hibah

KLHK.

2. Untuk mekanisme pelaksanaan pengolahan limbah B3 medis terintegrasi dengan

landfill limbah B3, alternatif lokasi yang layak adalah lahan IUP Operasi

Produksi CV. Air Mata Emas di Kota Sawahlunto dengan skor total 584, dan

lahan di Nagari Takung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan

skor total 382 dengan catatan sebagai berikut:

a. Lahan tersebut harus dapat dibebaskan atas nama Pemerintah Daerah;

b. Lahan IUP Operasi Produksi CV. Air Mata Emas baru dapat dijadikan

lokasi kegiatan Pusat Pengelolaan Limbah B3 setelah IUP Operasi
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Produksi berakhir dan secara hukum lahan sudah dikuasai oleh Pemerintah

Daerah Kota Sawahlunto;

c. Berdasarkan hasil kajian kelayakan finansial, maka dapat

direkomendasikan untuk melaksanakan opsi 3 (kapasitas insinerator 400

kg/jam, dan luas landfill 2,7 Ha) karena memiliki Payback Period paling

pendek dan ketahanan investasi tertinggi;

d. Kelembagaan yang sesuai adalah berupa badan usaha yang

pembentukannya juga dapat didekati dengan mekanisme kerjasama antara

pemerintah dengan badan usaha (KPBU) ataupun swasta murni.

3. Untuk mekanisme pelaksanaan parsial pengolahan (insinerator) limbah B3 medis

melalui bantuan hibah KLHK dapat direkomendasikan sebagai berikut:

a. Lokasi yang sesuai adalah lokasi usulan Pemerintah Kota Padang di

samping TPA/TPU Air Dingin Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto

Tangah Kota Padang dengan pertimbangan lokasi tersebut merupakan

lahan milik Pemerintah Daerah dan memenuhi ketentuan teknis lokasi

insinerator limbah B3 medis;

b. Penempatan insinerator limbah B3 medis di Kota Padang juga akan

memudahkan fasilitas pelayanan kesehatan mengingat timbulan limbah B3

medis di Provinsi Sumatera Barat paling banyak dihasilkan di Wilayah

Administrasi Kota Padang (863,7 ton/tahun);

c. Kapasitas insinerator limbah B3 medis yang disarankan adalah 200 kg/jam;

d. Kelembagaan yang sesuai untuk pelaksanaan mekanisme ini adalah berupa

unit pelaksana teknis daerah, dengan pertimbangan KLHK akan

menghibahkan barang milik negara ke Pemerintah Provinsi beserta

pemberian izin atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam

operasionalnya nanti dimungkinkan untuk melaksanakan kerjasama

operasi (KSO) dengan pihak swasta;

e. Fly ash dan bottom ash yang dihasilkan kegiatan ini diserahkan ke pihak

ketiga berizin, dan untuk jangka panjang juga perlu untuk menyediakan

landfill limbah B3 di Kota Sawahlunto atau di Kabupaten Sijunjung.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah B3 Medis Provinsi Sumatera Barat

layak dilaksanakan dengan 2 alternatif mekanisme yaitu:

a) Parsial pengolahan limbah B3 medis dengan lokasi di Samping TPU dan

TPA Air Dingin pada Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah

Kota Padang;

b) Pengolahan limbah B3 medis terintegrasi dengan penimbunan (landfill)

limbah B3 dengan lokasi yang layak pada lahan bekas tambang Kota

Sawahlunto atau di Nagari Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru

Kabupaten Sijunjung.

2. Apabila pelaksanaan kegiatan hanya parsial insinerator melalui kegiatan

dapat didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan

dengan bentuk kelembagaan pengelola berupa UPTD milik Provinsi

Sumatera Barat dengan model pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

Daearah (BLUD);

3. Apabila pelaksanaan kegiatan pengolahan limbah B3 medis terintegrasi

dengan landfill limbah B3 maka kelembagaan yang sesuai adalah melalui

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau ditawarkan kepada

pihak swasta.

4.2 Saran

1. Hasil study kelayakan ini perlu untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan

dokumen AMDAL pada tahun 2020 terutama untuk memperoleh dukungan

KLHK dalam membangun insinerator limbah B3 medis yang akan dihibahkan

kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
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2. Perlu untuk mendudukkan mekanisme kerjasama pemanfaatan lahan untuk

insinerator limbah B3 dengan Pemerintah Kota Padang selaku pemilik lahan

yang akan digunakan sebagai calon lokasi pusat pengolahan limbah B3 medis;

3. Perlu untuk mendorong Kabupaten/Kota untuk menyediakan depo limbah B3

medis di setiap Kabupaten/Kota sehingga akan lebih bisa menjamin semua

limbah B3 medis baik fasilitas pelayanan kesehatan skala besar maupun kecil

dikelola sesuai dengan ketentuan.
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